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“Speech is power: speech is to persuade, to

convert, to compel.”

(Ralph W Emerson)

DENGAN kebijaksanaan seorang filsuf

terkemuka, Ralph Waldo Emerson, kita di-

ingatkan akan kekuatan kata-kata dalam

membentuk pandangan. Bagi seorang pen-

didik, kemampuan berbicara dengan jelas

menjadi kunci dalam menyampaikan pela-

jaran dengan efektif. Tulisan ini, kita akan

menjelajahi tiga elemen penting retorika:

Logos, Ethos dan Pathos sebagai alat yang

berguna bagi pendidik dalam menciptakan

pengalaman pembelajaran yang kompre-

hensif.

Dengan logos pendidik mampu memba-

ngun dasar yang kuat bagi pemahaman

konsep dengan menggunakan logika, argu-

men rasional, dan fakta. Ethos menekankan

pentingnya karakter dan kredibilitas se-

orang pendidik, menggarisbawahi pro-

fesionalisme, pengetahuan yang mendalam,

dan sikap etis. Sementara itu, pathos mem-

perkenalkan dimensi emosional dalam

pembelajaran, merangsang perasaan dan

menciptakan koneksi yang lebih mendalam

antara materi pelajaran dan siswa.

Pembahasan  bertujuan memberikan

panduan praktis bagi para pendidik dalam

merancang strategi pembelajaran yang

berdampak

Suatu Seni

Penggunaan logika dalam konteks pen-

didikan adalah suatu seni yang membu-

tuhkan kecermatan dan kejelasan. Logika,

yang mengacu pada pemakaian pemikiran

yang rasional dan argumentasi yang kokoh,

menempatkan pendidik dalam posisi untuk

membentuk fondasi pengetahuan yang sol-

id bagi para siswa. Sebagai seorang pen-

didik, penggunaan data, fakta, dan argu-

men yang terstruktur dengan baik adalah

kunci dalam menyampaikan pelajaran se-

cara efektif.

Penggunaan logika dalam pendidikan

bukan hanya tentang menyajikan fakta dan

data. Tetapi juga tentang membantu siswa

membangun hubungan logis antara konsep-

konsep yang diajarkan. Kesuksesan peng-

gunaan logika dalam pendidikan juga ter-

gantung pada kemampuan pendidik untuk

menyajikan informasi secara jelas dan ter-

struktur. Analogi, ilustrasi, dan perbandin-

gan logis dapat menjadi alat yang efektif un-

tuk membantu siswa memahami konsep

yang kompleks.

Dalam dunia pendidikan, karakter dan

kredibilitas seorang pendidik memiliki pe-

ranan yang tak terbantahkan. Profesio-

nalitas, pengetahuan yang mendalam, dan

sikap etis menjadi bagian tak terpisahkan

dari karakter seorang guru. Dengan terlibat

dalam kegiatan ekstrakurikuler dan mem-

berikan bimbingan, seorang pendidik dapat

membangun hubungan yang erat dengan

siswa-siswinya.

Karakter dalam pendidikan bukan hanya

tentang membangun reputasi, tetapi juga

menciptakan dasar karakter yang

akan membentuk arah perkembang-

an siswa. Dengan memadukan profe-

sionalisme, pengetahuan, sikap etis,

dan keterlibatan aktif, seorang pen-

didik dapat menjadi teladan yang

memberdayakan dan menginspirasi

siswa-siswinya untuk mencapai

potensi penuh mereka.

Elemen Emosional

Penting bagi seorang pendidik un-

tuk memahami peran elemen emo-

sional dalam proses pembelajaran.

Menggunakan cerita yang mengge-

rakkan, analogi yang relevan, dan me-

milih kata-kata yang membangkitkan

perasaan dapat menciptakan penga-

laman yang kuat bagi para siswa.

Dalam menyusun strategi pembela-

jaran, pendidik perlu memper-

timbangkan pengalaman pribadi

siswa dan memilih contoh yang rele-

van dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Memahami dan mengintegrasikan ele-

men emosional dalam pembelajaran mem-

bantu menciptakan lingkungan belajar

yang berarti dan memotivasi. Pendekatan

ini memungkinkan siswa untuk tidak ha-

nya memahami materi secara intelektual

tetapi juga meresapi dengan hati dan emosi

yang mendalam.

Sebagai penutup, kita diingatkan bahwa

setiap kata yang diucapkan oleh seorang

pendidik adalah sebuah investasi dalam

masa depan. Dengan memanfaatkan logos,

ethos,P> dan pathos dengan bijaksana, pen-

didik dapat menjadi fasilitator penge-

tahuan, arsitek pembentukan karakter, dan

motivator emosional bagi murid-murid

mereka. Dengan demikian, kehadiran pen-

didik tidak hanya diukur dalam penge-

tahuan yang disampaikan. Tetapi juga da-

lam jejak etika, karakter, dan ikatan emo-

sional yang mereka tinggalkan di hati

murid.  ❑-d

*) P Joko Purwanto, 

Guru di Magelang

’Electoral Authoritarian’ dan Pemilu 2024

P Joko Purwanto

Rekapitulasi perolehan suara Pemilu

2024 selesai.

--Yang tak puas bisa tempuh jalur

hukum.

***

ASN tak boleh menolak dipindahkan

ke IKN.

-- Konsekuensi menjadi ASN.

***

DPR minta kenaikan PPN 12 persen

dikaji ulang.

-- Lebih baik bersuara daripada di-

am.

‘Logos’, ‘Ethos’ dan ‘Pathos’ Pendidik

PEMILU 2024 masih menyisakan

banyak catatan penting ikhwal demokrasi

dan kepemiluan. Benar, ada banyak perde-

batan teroritik dan praktis disana. Salah sa-

tunya adalah pemilu ini berbau electoral au-

thoritarian.

Dalam negara demokrasi, rakyat sebagai

puncak kedaulatan tertinggi. Demokrasi se-

bagai suatu sistem berdiri tegak pada dua

prinsip:  kebebasan (liberty) dan kesedera-

jatan (equality). Kebebasan secara mutatis

mutandis berarti kebebasan yang bertang-

gung jawab dalam batas-batas konstitusi,

hukum, etika dan moral bangsa. 

Sementara kesederajatan bicara soal

akses keadilan, hukum, ekonomi, sosial

dan politik. Kebebasan dalam sistem

demokrasi bertujuan untuk menghi-

langkan pengekangan, dominasi dan ke-

sewenang-wenangan. Kesederajatan

berkutat pada: melawan praktik diskrimi-

nasi dan ketidakadilan. Maka, sistem

demokrasi menjadi model yang paling

unggul. Model demokrasi menutup ruang

menjadi negara yang otoriter. 

Ciri Demokrasi 

Robert Dhal mengatakan demokrasi

memiliki kelebihan dibandingkan dengan

sistem politik yang lain. Pertama,

demokrasi menolong mencegah tumbuh-

nya pemerintahan kaum otokrat yang ke-

jam dan licik. Kedua, demokrasi men-

jamin bagi warga negara sejumlah hak

asasi yang tidak diberikan sistem-sistem

yang tidak demokratis. Ketiga, demokrasi

menjamin kebebasan pribadi yang lebih lu-

as sebagai warga negara. 

G. Bingham Powell Jr mengatakan,

salah satu ciri dari negara demokrasi ada-

lah terlaksananya pemilihan umum.  Ia ju-

ga memberikan sejumlah kriteria negara

yang demokratis. Pertama, pemerintah

mengklaim mewakili hasrat para war-

ganya. Kedua, klaim itu didasarkan pada

adanya pemilihan kompetitif secara berkala

antara calon alternatif. Ketiga, pemilihan

umum yang bebas.  Pemilu sebagai sarana

penyaluran hak asasi warga negara yang

sangat 

Namun tren global negara demokrasi

mengalami suatu anomali. Negara demo-

krasi secara genuine harusnya mejauhkan

diri dari praktik otoritarian justru dengan

atas nama demokrasi, muncul electoral au-

thoritarian dan gejala autocratic legalism

dalam praktik penyelenggaraan negara,

termasuk urusan dalam pemilu. Andreas

Schedler, mendefinisikan electoral authori-

tarian, sebagai rezim otoriter yang menye-

lenggarakan pemilu. Tapi pemilu hanya ja-

di alat terus berkuasa. Pemilu dimanipulasi

sedemikian rupa agar penguasa terus pu-

nya kekuasan.

Dalam proses electoral authoritarian,

hasil pemilu sangat ditentukan selera pe-

nguasa. Sehingga dalam proses ini, pemilu

tidak lagi menjadi sarana demokratis, na-

mun menjadi arena untuk melanggengkan

kekuasaan dalam bungkus demokrasi.

Pemilu hanya menjadi syarat prosedural se-

mata. Otokrasi jenis baru ini menegasikan

elemen penting dari konstitusi, supremasi

hukum, akuntabilitas politik, integrasi

birokrasi dan kedaulatan rakyat.

Sementara autocratic legalisme adalah

sebagaimana dijelaskan Kim Lane Schap-

pele merupakan praktik dari para pemim-

pin yang dipilih secara demokratis menggu-

nakan mandat demokrasi untuk mengubah

sistem konstitusi dan hukum dengan tu-

juan mengkonsolidasikan kekuasaan dan

kepentingan politiknya. Zainal Arifin

Mochtar merumuskan bagaimana praktik

autocratic legalism dapat diketahui melalui

analisa terhadap beberapa ciri-ciri. Salah

satunya adalah menciptakan pola interven-

si kooperatif yang dapat mengganggu inde-

pendensi peradilan dengan berbaagai cara,

misalnya mengubah komposisi hakim., 

Jurang Otoritarian

Melihat Pemilu 2024, dua praktik terse-

but secara terang dilakukan penguasa un-

tuk melanjutkan pengaruh, kekuasaanya

dan mendorong demokrasi Indonesia ke

jurang rezim otoritarian. Dibawah kendali

penguasa, lembaga negara seperti

Legislatif dan Yudikatif telah terkooptasi

dengan menjadi penyokong utama dari

praktik tercela tersebut. DPR tidak lagi

menjadi penyeimbang kekuasaan. Tidak

ada check and balances! 

Sementara Mahkamah Konstitusi,

menjadi arena untuk melegitimasi prak-

tik ini. Dengan menggunakan fasilitas ne-

gara dan kewenangan yang dimiliki,

kelompok ini menjadikan pemilu kehi-

langan sisi krusial bagi masyarakat.

Dalam rezim electoral authoritarian, pe-

menang telah ditentukan jauh sebelum

pertandingan dimulai.  ❑-d

*) Muhammad Taufik Firdaus,

Mahasiswa Pascasarjana  Ilmu Politik

UMY dan Pekarya Satunama Program

Sekolah Politisi Muda.

*) William E Aipipidely, Pengajar

Sekolah Politisi Muda

M Taufik Firdaus & William E Aipipidely Tinjau Kenaikan PPN 12 Persen
KEBIJAKAN kenaikan pajak

pertambahan nilai (PPN) 12

persen yang akan diberlakukan

pada tahun 2025 memantik

kontroversi di masyarakat.

Kebijakan tersebut muncul di

tengah situasi politik yang

menghangat, terutama terkait

dengan pemilihan presiden

2024. Masyarakat masih terpo-

larisasi dalam kelompok pen-

dukung capres-cawapres.

Dalam perkembangannya,

situasi kian menghangat ketika

dicurigai terjadi kecurangan da-

lam Pemilu 2024, mulai dari

penggelembuhan suara, tidak

beresnya Sirekap dan seba-

gainya. Perhatian masyarakat

tersedot pada situasi politik di

Tanah Air. Di saat seperti itulah

muncul kebijakan dari pemerin-

tah berupa kenaikan PPN 12

persen. Awalnya, kebijakan

yang berasal dari UU No 7

Tahun 2021 tentang Harmoni-

sasi Peraturan Perpajakan (UU

HPP) dianggap sebagai hal bia-

sa saja, namun belakangan ra-

mai diperdebatkan, karena kon-

sekuensinya sangat serius bagi

kehidupan masyarakat, teruta-

ma kalangan menengah.

Masyarakat, terutama kala-

ngan menengah dengan gaji

antara Rp 4 juta hingga Rp 5 ju-

ta perbulan akan merasakan

dampak kebijakan tersebut (KR

20/3). Dikhawatirkan, bila kebi-

jakan itu benar-benar diterap-

kan, daya beli masyarakat me-

nengah akan menurun, bahkan

tak tertutup kemungkinan akan

turun level menjadi masyarakat

miskin. Apalagi mereka tak me-

miliki cadangan dana atau jar-

ing pengaman untuk ketahanan

hidup. Berbeda dengan masya-

rakat miskin yang mendapat

bantuan sosial (bansos) dari

pemerintah.

Hal yang agak aneh, bela-

kangan ini DPR bersuara keras

mengkritisi kebijakan pemerin-

tah terkait kenaikan PPN 12

persen. Mengapa baru seka-

rang ? Bukankah DPR terlibat

dalam pembahasan UU No 7

Tahun 2021 tentang HPP ?

Apakah ini hanya sekadar

pengalihan perhatian ketika el-

emen masyarakat memper-

soalkan hasil pemilu yang dini-

lai penuh kecurangan ?

Terlepas apa pun jawaban-

nya, kebijakan kenaikan PPN

12 persen memang layak ditin-

jau kembali. Kalaupun DPR

mengusulkan agar penerapan

kebijakan tersebut menunggu

pemerintahan yang akan da-

tang, tak serta merta menyele-

saikan persoalan. Sebab, per-

soalannya justru muncul ketika

DPR bersama pemerintah me-

nyetujui UU tentang HPP.

Artinya, DPR tak bisa kemudian

melepas tanggung jawab dan

menyerahkan kepada pemerin-

tah. Sebab, UU selalu dibuat

oleh DPR atas persetujuan pe-

merintah.

Kita menilai kenaikan PPN 12

persen tidak tepat karena situasi

perekonomian belum membaik,

daya beli masyarakat masih

lemah, tingkat inflasi masih ting-

gi yang ditandai dengan naiknya

bahan kebutuhan pokok seperti

beras, minyak goreng dan seba-

gainya. Kita membutuhkan em-

pati dari pemerintah dan DPR

untuk memahami kehidupan

masyarakat, terutama di level

menengah ke bawah. 

Harus diakui, kelompok me-

nengah menjadi sangat rentan

terdegradasi kehidupan ekono-

minya dan rawan jatuh ke level

miskin. Kita memahami cara pa-

ling gampang bagi pemerintah

untuk meningkatkan anggaran

pendapatan negara melalui pa-

jak. Masyarakat sudah terlalu

banyak dibebani beraneka

macam pajak. Karenanya, bila

PPN dinaikkan, dikhawatirkan

akan mengurangi daya beli ma-

syarakat. Seharusnya, pemerin-

tah melakukan terobosan untuk

meningkatkan pendapatan ne-

gara di luar pajak.  ❑-d
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Mudik Gratis PLN, Ada dari Yogya?

Trafiic Light Jalan Gajah Mada Merah Terus

SAYA membaca di media, PLN

juga memberikan fasilitas bagi

pelanggan untuk mudik gratis.

Mudik ini guna mengalihkan peng-

guna kendaraan pribadi khusus-

nya sepeda motor ke kendaraan

umum. Pendaftaran Mudik Gratis

Bersama PLN 2023 bisa dilakukan

hanya melalui aplikasi PLN Mobile.

Pendaftaran dibuka  untuk 2 tahap.

Benarkah, hanya melayani dari

Bandung, Surabaya dan Bali.

Khusus untuk dari Jabodetabek,

dengan tujuan kota-kota di Jawa

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Bandar Lampung dan Palembang. 

Apa ada yang yang berangkat

dari Yogya?  Kalau ada kami dan

banyak pelanggan PLN  dari DIY

siap mengikuti. ❑-d

*) Ir Budi Sanjaya, Iromejan

Gondokusuman, Yogyakarta.

SENIN (18/3) kami melewati Jl

Gajah mada menuju Jl Hayam

Wuruk. Sampai di simpang empat

berhenti karena lampu berwarna

merah, sekitar 10.30. Ada sekitar 4

mobil dimana satu di antaranya

sedan polisi dan beberapa

kendaraan sepeda motor. Tiba-tiba

kendaraan di depan maju namun

hanya sejenak sudah berhenti lagi.

Mungkin hanya 2 mobil yang jalan.

Kami  baru bisa melihat suasana

simpang empat. Dimana ken-

daraan dari arah lain lewat. Sam-

pai harusnya dari Selatan lewat,

lampu tetap merah. Tampaknya

lampu konslet dan tidak bisa bere-

ganti hijau ataupun kuning. Ini ten-

tu sangat berbahaya apalagi tidak

ada polisi di kawasan tersebut.

Semoga saja hari itu tidak ada ke-

celakaan dan sekarang kondisinya

sudah diperbaiki. Jika belum mo-

hon perhatian.  ❑-d

*) Poerwanto, Wonocatur

Banguntapan Bantul


